
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
 NOMOR 23 TAHUN 2006 
 TENTANG 
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
 
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : 
a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan 
perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi 
dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan 
Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang 
berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan 
status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan 
dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia 
dan Warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan 
tentang Administrasi Kependudukan; 

c. bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya 
dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang 
profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk 
Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; 

d. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi 
Kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan 
pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib dan tidak 
diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara 
menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara 
negara yang berhubungan dengan kependudukan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk 
undang-undang tentang Administrasi Kependudukan; 

 
Mengingat : 
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), 

Pasal 26, Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 D ayat (4), Pasal 28 
E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 I, Pasal 29 ayat (1), Pasal 
34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 



5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan 
International Convention On The Elimination Of All Forms Of 
Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852) ; 

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar 
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4634); 

 
 Dengan Persetujuan Bersama 
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 dan 
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
 MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 
 
 BAB I 
 KETENTUAN UMUM 
 
 Pasal 1 
 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan 

dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan 
melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan 
informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan 
hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang 
bertempat tinggal di Indonesia. 

3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia 



asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan 
undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. 

4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 
5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan 

pemerintahan dalam negeri. 
6. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan 
berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. 

7. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ 
kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan 
pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. 

8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan 
oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai 
alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data 
agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, 
pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan 
pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta 
penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau 
surat keterangan kependudukan. 

11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk 
yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap 
penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda 
Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya 
meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status 
tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 

12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah 
nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, 
tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai 
Penduduk Indonesia. 

13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu 
identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan 
hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 

14. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP. adalah 
identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan 
oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang 
dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada 
Instansi Pelaksana. 

16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan 
pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada 
Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang 
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, 
perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan 
anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 

18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan 
kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai 



dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
19. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada 

Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

20. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi 
tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan 
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta 
pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di 
desa/kelurahan. 

21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya 
disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat 
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 

22. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, 
dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi 
kerahasiaannya. 

23. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, 
adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, 
talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk 
yang beragama Islam. 

24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya 
disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di 
tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan 
Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta. 

 
 BAB II 
 HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK 
 
 Pasal 2 
 
Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: 
a. Dokumen Kependudukan; 
b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil; 
c. perlindungan atas Data Pribadi; 
d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; 
e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan 
f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan 

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta 
penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. 

 
 Pasal 3 
 
Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan 
Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan 
memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil. 
 
 
 Pasal 4 
 



Warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan 
Peristiwa Penting yang dialam1nya kepada Instansi Pelaksana 
Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan 
Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan 
dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
 
 BAB III 
 KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA 
 
 Bagian Kesatu 
 Penyelenggara 
 
 Paragraf 1 
 Pemerintah 
 
 Pasal 5 
 
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan 
Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh 
Menteri dengan kewenangan meliputi : 
a. koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi 

Kependudukan; 
b. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan 

Administrasi Kependudukan; 
c. sosialisasi Administrasi Kependudukan; 
d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan 

urusan Administrasi Kependudukan; 
e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala 

nasional; dan 
f. pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen 

Kependudukan. 
 
 Paragraf 2 
 Pemerintah Provinsi 
 
 Pasal 6 
 
Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab 
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan 
oleh gubernur dengan kewenangan meliputi : 
a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 
b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil : 
c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan: 
d. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala 

provinsl; dan 
e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. 
 
 Paragraf 3 
 Pemerintah Kabupaten/Kota 
 


